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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai tujuan nasional yaitu
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai yang
tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945. Maka untuk mewujudkan tujuan
itu, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Sumber dana yang
diandalkan pemerintah berasal dari sumber dana dalam negeri dan sumber
dana luar negeri. Tetapi untuk melaksanakan pembangunan nasional,
pemerintah mengandalkan kemampuan sendiri, dan bantuan luar negeri hanya
sebagai pelengkap. Oleh karena itu, dibutuhkan peran masyarakat untuk
membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya
dengan melakukan kewajiban membayar pajak’ yang berguna sebagai negara
yang dominan.

Saat ini Pemerintah Indonesia melakukan otonomi daerah seperti yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubah
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan adanya otonomi, daerah



dipacu agar lebih optimal dalam mencari sumber penerimaan daerah mandiri
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang
memiliki peran penting dalam rangka membiayai jalannya Pemerintah di
Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah yang
terbagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan, Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak
Rokok, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri
dari Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan" Batuan, Pajak ‘Restoran; 'Pajak Parkir, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan,
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan
terbesar yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu penerimaan
sektor pajak tersebut adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini adalah
tabel kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Bandung:



Tabel 1.1

Kontribusi PBB ke PAD Tahun 2014-2016

Tahun PBB PAD Korzf,;)')bus'
2014 372.206.543.770 | 1.716.057.298.378 21,69
2015 390.800.914.079 | 1.859.694.643.505 21,01
2016 417.134.044.862 | 2.152.755.704.962 1038

Sumber: BPPD Kota Bandung, diolah penulis 2018

Mulai tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan sudah dikelola oleh
pemerintah daerah, sehingga pada tahun 2014 realisasi penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
yaitu sebesar 21,69%, pada tahun 2015 pajak Bumi dan Bangunan berkontribusi
terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 21,01% cenderung menurun kemudian
terjadi lagi penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 19,38% realisasi penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah Kota
Bandung karena realisasi pada tahun 2014-2016 dapat meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Kota Bandung' walaupun besar pengaruhnya 'hanya sedikit untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Pemerintah dalam usaha meningkatkan penerimaan di sektor pajak
melalui Direktorat Jendral Pajak terus melaksanakan terobosan guna
mengoptimalkan penerimaan disektor pajak melalui kebijakan yang dikeluarkan.
Sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu
perubahan dari official assessment system menjadi self assessment system.

Setelah dilaksanakannya reformasi pajak pada tahun 1984, Indonesia
Menurut

melakukan pemungutannya dengan sistem self assessment.

Mardiasmo (2016: 9) self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak



yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri pemungutan dengan sistem self assessment adalah wajib pajak
memiliki hak dalam menentukan besarnya pajak yang terutang dengan cara
(menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang),
sedangkan fiskus hanya melakukan pengawasan.

Dengan diberlakukannya sistem pemungutan menggunakan self
assessment, Pemerintah Indonesia memiliki harapan agar wajib pajak dapat
melaukan pembayarannya, sehingga wajib pajak dapat lebih aktif dalam
membayar pajak dan penerimaan pajak dapat meningkat.

Tetapi kenyataannya hal tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan
harapan, wajib pajak seringkali memanfaatkan sistem self assessment agar
dapat melakukan penyelundupan dengan cara member informasi palsu kepada
petugas atau melakukan penundaan pembayaran.,

Akan tetapi meski penerimaan pajak meningkat; seringkali diperlukan
tindakan yang tegas terhadap tunggakan pajak yang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan pajak. Hal itu karena perkembangan jumlah dari
tunggakan pajak seringkali terus menerus membesar, dapat dilihat dari jumlah
perkembangan tunggakan pajak yang terjadi di Badan Pengelola Pendapatan

Daerah Kota Bandung sebagai berikut:



Tabel 1.2

Piutang Pajak Kota Bandung Tahun 2014-2017
(dalam satuan rupiah)

Per 31-12-2017

Per 31-12-2016

Per 31-12-2015

Per 31-12-2014

Uraian
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Pajak Hotel 29.725.833.8686 | 13.982.539.066,60 |  3.317.583.593,03 |  1.009.594.390,00
Pajak Restoran | 40.374.257.950 |  3.738.223.671,00 |  3.523.989.532,19 |  1.132.109.842,00
Pajak Hiburan | 12.547.714.396 | 2.356.341.890,00 |  1.518.287.064,81 242.493.417,00
Pajak
Penerangan Jalan ) ) ) )
Pajak Parkir | 3.480.001.843,00 835.162.797.25 327.474.009,00
BPHTB - - -
Jumlah Pajak
ettt an - | 23557.106.470,60 | 9.195.022.987,28 |  2.711.671.658,00
Pajak Reklame | 15.450.530.168 | 1.352.180.639,00 |  2.229.958.121,00 387.218.057,00
?2‘;‘;”‘" 650.108.228 |  1.848.601.580,00 |  4.407.694.79500 |  5.610.508.471,00
Pajak Bumi 86.601.966.024 | 43.276.092.789,00 | 146.891.551.070,00 | 122.821.654.337,00
dan Bangunan
Jumlah Pajak - | 46.476.875.006,00 | 153.529.203.986,00 | 128.819.380.865,00
Penetapan
‘g,‘lﬂ?;g Total - | 70.033.981.476,60 | 162.724.226.973,28 | 131.531.052.523,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung (Tahun
2014-2017)

Dari Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa piutang pajak di Kota

Bandung paling tinggi adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tahun 2014

besarnya pajak bumi

dan bangunan - sebesar

Rp: ' 122.821.654.337,00

sedangkan pada tahun 2015 besarnya pajak bumi dan bangunan semakin

meningkat yaitu Rp. 146.891.551.070,00 kemudian pada tahun 2016 terjadi

penurunan jumlah piutangnya yaitu sebesar Rp. 43.276.092.789,00 kemudian

terjadi lagi kenaikan sebesar Rp. 86.601.966.024 . Dilihat dari tabel tersebut,

piutang pajak di Kota Bandung didominasi oleh Pajak Bumi dan Bangunan,

oleh karena itu, penulis akan mengambil piutang atau tunggakan Pajak Bumi

dan Bangunan sebagai objek yang akan diteliti.




Tabel 1.3

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung
Tahun 2014-2017
(dalam satuan rupiah)

Tahun | Saldo Piutang PBB Reallsa;)slgglutang Sisa Piutang PBB
2014 97.415.138.791 2.454.289.130 94.960.849.661
2015 116.663.269.748 4.826.908.676 111.836.361.082
2016 27.973.409.474 4.557.317.189 23.416.092.285
2017 59.163.090.139 15.982.082.192 43.181.007.947

Jumlah 301.214.908.152 27.820.597.187 273.394.310.975

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung
(tahun 2014-2017)

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat fenomena peningkatan jumlah
tunggakan PBB yang terjadi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Bandung. Dimana pada setiap tahunnya Badan Pengelolaan Pendapatan
daerah Kota Bandung selalu memperlihatkan kenaikan. Pada tahun 2014
jumlah tunggakan PBB di Kota Bandung sebesar Rp. 97.415.138.791. Lalu
pada tahun 2015 jumlah  tunggakan PBB K meningkat menjadi Rp.
116.663.269.748. dan Kemudian pada tahun 2016 kembali menjadi Rp.
27.973.409.474. kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar
Rp. 301.214.908.152. Sehingga total akumulasi tunggakan pajak bumi dan
bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada
tahun 2014 sampai dengan 2017 sebesar Rp. 301.214.908.152.

Melambungnya tunggakan pajak di Kota Bandung seperti yang terlihat
dapat diduga karena masalah tentang pelaksanaan penagihan pajak yang

kurang tegas, selain itu dapat diduga juga bahwa kepatuhan wajib pajak yang

cenderung lemah.



Selain hal terebut, banyak kendala dalam melaksanakan proses
penagihan tunggakan pajak salah satunya wajib pajak mempunyai tunggakan
pajak akan tetapi wajib pajak tersebut enggan untuk membayar tunggakan
pajaknya, pelaksanaan penagihan terhadap tunggakan pajak kepada wajib
pajak tidak dilaksanakan secara optimal sehingga tidak dapat dilakukan
penagihan terhadap tunggakan pajak dan wajib pajak yang tidak dapat
diketahui tempat tinggal keberadaannya.

Berdasarkan tingginya tunggakan pajak yang terjadi di Kota Bandung
maka diperlukan pelaksanaan penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak
dilaksanakan karena setelah lewat jatuh tempo, wajib pajak tidak dapat
melunasi kewajiban pajaknya. Dalam pelaksanaan penagihan pajak kepada
wajib pajak yang masih menunggak, terdapat kendala yang cukup besar
sehingga sulit untuk melaksanakan penagihannya. Kendala itu sering terjadi
karena adanya tunggakan pajak yang selalu meningkat tetapi kegiatan
penagihan atau pencairan tunggakan pajak-tidak ikut meningkat, sehingga
tunggakan pajak serta penagihannya tidak seimbang.

Berkenaan dengan wuraian diatas maka penulis penting untuk
mengangkat permasalahan tersebut ke dalam Tugas Akhir yang berjudul
“Analisis Upaya Pencairan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi

Kasus Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung)”



B. ldentifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan

identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1.

Melambungnya jumlah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota
Bandung terjadi peningkatan di setiap tahunnya

Pelaksanaan penagihan pajak yang kurang tegas, pelaksanaan
penagihan terhadap tunggakan pajak kepada wajib pajak tidak
dilaksanakan secara optimal

Kepatuhan wajib pajak yang cenderung lemah, wajib pajak enggan
membayar tunggakan pajak nya sehingga setiap tahunnya selalu terjadi

peningkatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas

maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1.

2.

3.

Bagaimana implementasi pencairan tunggakan PBB di Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung ?

Apa saja faktor penghambat yang dihadapi untuk meningkatkan
pencairan tunggakan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kota Bandung ?

Apa saja upaya yang dilakukan untuk pencairan tunggakan PBB di

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung ?



D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pencairan tunggakan PBB
di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi untuk
meningkatkan pencairan tunggakan PBB di Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung

3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan untuk pencairan
tunggakan PBB di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota

Bandung

E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi peneliti

a. Memberi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan
pengetahuan terutama dalam bidang yang diteliti.

b. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi dan
mengembangkan pemahaman ilmu yang diperoleh di bangku
perkuliahan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati

Bandung dengan dunia kerja yang sesungguhnya.



2. Bagi peneliti lain
Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang
telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk
penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat
dijadikan sebagai bahan referensi.

3. Bagi aparat pajak
Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan pencairan
tunggakan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung

meningkat.

F. Kerangka Pemikiran

Indonesia menjadikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan
terbesar yang mencakup pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu penerimaan
sektor pajak tersebut adalah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan
penerimaan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tinggi diharapkan
dapat memberikan kontribusi yang tinggi pula bagi pembangunan di pusat
maupun daerah. Namun pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang
tidak membayar pajak bumi dan bangunan, hal tersebut dapat dilihat dari
jumlah tunggakan pajak yang setiap tahun semakin meningkat.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pajak yang masih belum dilunasi
setelah tanggal jatuh tempo maka mengakibatkan tunggakan pajak. Hal
tersebut tentu dapat merugikan negara karena menyebabkan pendapatan

negara atau daear menjadi berkurang. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya-



upaya dalam pencairan tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang tidak kunjung
dilunasi 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pelunasan akan ditegur atau
diperingati.

Menurut Widyaningsih (2013:308) tentang Tindakan Pengihan Pajak.
Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila utang pajak sampai dengan
tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan
penagihan pajak:

“Surat Teguran, Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7
(tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan
Surat Teguran. Surat Paksa, Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh
satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat
Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita. Pajak dengan dibebani biaya
penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp. 50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x
24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. Surat
Sita, Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa
diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat
melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan
Surat Pemerintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah). Lelang, Dalam jangka waktu paling singkat 14
(empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga
dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman' lelang melalui media
massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap
barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari
setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan
biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-
sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dengan surat kabar
dan biaya lelang pada saat pelelangan. Dengan catatan Barang dengan
nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- tidak harus diumumkan melalui
media massa.”



Berdasarkan uraian dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Upaya
Penagihan Pajak:

Administrasi
publik

1. Surat Teguran
2. Surat Paksa
3. Surat Sita
4. Lelang

Kinerja
—>| keuangan [

(Widyaningsih,
2013)

Pencairan
Tunggakan
Pajak

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2018




